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BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 100.3.2/ 64 /2025
TENTANG

TIM ASISTENSI DAN FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 85
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Program Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Program
Hukum Daerah, perlu menunjuk Tim Asistensi dan
Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2025;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Asistensi dan Fasilitasi Produk
Hukum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan  Aceh  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ™~ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor
6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor
778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ASISTENSI DAN
FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025.

KESATU : Susunan Tim Asistensi dan Fasilitasi Produk Hukum
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan
dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Asistensi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Wrd 285
7 ramdban Wi

,’V BUPATI ACEH SINGKIL,

{

SAFRIADI OMON




Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil di Singkil;

3. BPKK Aceh Singkil di Singkil.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 100.3.2/ &4 /2025
TENTANG
TIM ASISTENSI DAN FASILITASI
PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025.
KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN POKOK toshici
SAFRIADI OYON, SH BUPATI ACEH SINGKIL PENGARAH
, SEKRETARIS DAERAH PENANGGUNG
2 | EDY WIDODQ, SKM,M.Kes KABUPATEN ACEH SINGKIL JAWAB
ASISTEN __ PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN
3 | JUNAIDI, S.STP. M.Si RAKYAT SEKRETARIAT KETUA
DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL
KEPALA BAGIAN HUKUM
4 | ASMARUDDIN, SH SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIS
KABUPATEN ACEH SINGKIL
JFT PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5 | NISHA METALIA. SH. M.Kn | AHLI MUDA BAGIAN HUKUM | ANGGOTA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PENATA KELOLA MATERI
HUKUM DAN PERUNDANG-
6 | RAHMAYANTI, SH UNDANGAY SAGIAY Moy | ANGGOTA
SETDAKAB ACEH SINGKIL
PENATA _ KELOLA _ DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
7 | ARISAH PUTRA BANCIN. 8P | o= X0 AN e A A A | ANGGOTA
ACEH SINGKIL
STAF _ BAGIAN __ HUKUM
9 | AFNISYAM. SH SETDAKAB ACEH SINGKIL ANGGOTA
8 | WINDI NOVIANTI. SH SIAF =~ BAGIAN HUKUM | suacoia

SETDAKAB ACEH SINGKIL

/
TBUP 1 ACEH SINGKIL

SAF I OYON




